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V_KEN
Komjte Aknditasi Naslonal

KEPuTUSAN
DIREIOuR PT GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

NomoT: 01 / Kpts-Dir/GRS/ I/ 2019

Tentang

PENCABUTAN SERTIFIIIAT LEGALITAS RAYU (S-LK)

PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN RAYU PADA HUTAN ALAM (lupHHK-HA)
PT PANEI LIRA SEJAHTERA (PT PLS)

BERLOKASI DI RABUPATEN TAPANULI SELATAN PROV]NSI SUMATERA UTARA
SK IUPHHK-HA NOJVLOR: 197/MENHUT-lI/2oo6 SELUAI ± 12.46o HA

Menimbang                   :       1.      Surat   Keputusan   Pembekuan   PT   PLS   Nomor  19   /Kpts-Dir/GRSM/2ol8
tentang  Pembekuan  Sertiflkat  Legalitas  Kayu  (S-LK)  Kepada  lzin  Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam PT Panei Lika Se|ahtera seluas
± 12.46o  Ha  berlokasi  di  Kabupaten  Tapanuli  Selatan  Provinsi  Sumatera
Utara.

Mengingat                :      :..     ;:fi;8]:7:'!5e::oP,:PtLe#t°aT:rpp;|f,/a::np¥:::i:/:i:Tn6_Lapme:i?anra3fa2L  untuk

Lembaga Sertiflkasi Produk, Proses dan Jasa Serta Penerapannya;

3.      SNl lso 19oll:2ol8 tentang pedoman Audit Manajemen Mutu;
4.      Pedoman  Mutu  beserta  Dokumen  Sistem  Sertifikasi  LP-PHPL  PT.  Global

Resource S ertifikasi.

MEMUTuSRAN

MENETAPKAN         :

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MENCABUT  SERTIFIKAT  LEGALITAS  KAYU  (S-LK)  PT  PANEI   LIKA  SEJAHTERA

(PLS) DENGAN  NOMOR: 02/S-LK/GRS"l/2016;
Dalam kondlsi pencabutan, Sert.rfikat Legalitas Kayu (S-LK) tidak berlaku;

Dalam   kondisi   pencabutan,   Sertifikat   Legalitas   Kayu   (S-LK)   tidak   boleh

digunakan       untuk      kepentingan      apapun
PT Panei Lika Sejahtera;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

dan       ditarik      dari       lokasi

: Tangerang Selatan
: 3o Januari 2olg

PT Global Resource Sertifikasi

lr. Hari Pumomo. M.M.
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth:
1.    Direktur lupHHK-HA PT. Panei Lika sejahtera
2.    Direktur Usaha Hutan Produksi Dirjen PHPL KemenLHK;

3.    Komite Akreditasi Nasional;
4.   Arsip


